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PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Menimbang

Mengingat

DINAS PERHUBUNGAN
JL. BOEKARNO-HATTA NO.  TELP, (0474) 321 420
MALILI, 92981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK-SKPD)

DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

bahwa untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada
SKPD Dinas Perhubungan, maka dipandang perlu menetapkan
PPK-SKPD melalui Surat Keputusan;

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam
Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk
ditctapkan selaku PPK-SKPD di Lingkungan Dinas Perhubungan
Tahun Anggaran 2023;

bahwa untuk maksud tersebut perlu di tetapkan dengan Surat
Keputusan Kepala Perhubungan selaku Pengguna Anggaran.,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Necgara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 142);
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7. Peraturan Daerah Kabupeten Luwu Timur Neomor

13 Tatmn
mn:mmmmmmmwfmf“
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupsten Luwa Tosid Lo
2022 Nomor 13);

8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomeor 3% Tahun 2022 tent3=%

Sistem dan Prosedur Pengelolazn Keuangas Daerals;

9. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomer 47 Tahun 2022 teniang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeral Kabupsies
Luwu Tumur;

10. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomer &/7-04/1/TAHUN 2023
tentang Pelimpahan Sebegian Keltuzssan Bupen Kepada Pejabatl
Perangkat Daerah Tahun Anggarzn 2023;

11. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor $/F-04/I/TAHUN 2023,
;("’“.’“‘3 Pelimpahan Kewenangsn Bupat Kepada epala Satusn
erja Perangkat Daerah Dalam : ey =

. Penetapan Pejabae Lamnga T

Mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangzn Sister Kerjz Perangiat
Daerah (PPK-SKPD) pada Dinas Perhubungsn Tahun Amggsras 2023
sebagaimana tersebut pada lampiran yanz tidak terpisshiss dengan
kepurusan ini;

PPK SKPD scbagaimana dimaksud pada DIEKTUM KESATU, dalam
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SEPD-

1. Mempunyai tugas dan wewenang
a) melakukan venifikasl SPP-UP, SPP-GU. SPP-TU. dan SPP-LS
Pengeluaran;
b) menyiapkan SPM;
¢) melakukan verifikasl laporan peranggungawsben Bendabars
d) melaksanzaken fungs skunizne pads SEFD), da=
e} menyusun laporen keunangsn SKFD.

2. Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan demgan tujuan untul merelis
kelengkapan dan keabszhan.

3. Selain melaksanakan tugas dan seeroans pada a=gis 1, PPR

SKPD melaksanakan tugas dan wesrnang lamove v

a) melakukan venfikas SPP-UP, SPE-GU, SFP-TU. dan SPP-LS
lainnya;

b) melakukan verifikas surat permintssn pembeyeran atss
pengembalian kelebthan pendapetan daersh daom hendates
penerimaan; dan

c) menerbitkan sural pernyataan vernifiss kelengizpen dan
keabsahan SPP-UP, SPP-GU. 8PP-TU dx= SPP-LS beserta
bukn kelengkapannya sebagal daser pemyizpen SPAL

Dalam melsksanakan ugss dan weweoangys. TA 2P0
bertanggungiawab kepada Pengguns Anggarsn

Biaya yang umbul dalam pelaksanaan keputosan i dbebankan
Anggaran (DPA) pada Dinas Perhubungan Tahun Angssren 2023
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Keputusan ini mulaj berlaku : ditetapkan dengan
ketentuan akap 7 ook tanggal ditetap

! | diadakan perubahan sebagaimaa mestinya apabila
dikemudian hari lernyata terdapat kekeliruan,

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 02 Januari 2023

KEPALA DINAS
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

A.R.SAL

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP  : 19651105 198703 1 015
Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Kab, Luwu Timur dj Malili;
3. Kepala BRAD Kab. Luwy Timur;

4. Kepala Inspektorat Kab. Luwy Timur.,
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN SISTEM
KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK-SKPD)
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA PPK-SKPD DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA/NIp

JABATAN

ASNITA SARI, SE
198303132009022006

KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 02 Januari 2023

KEPALA DINAS
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

A.R. , S.80s. MM
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 19651105 198703 1 015
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